Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

PUTUSAN
Nomor 2281/Pdt.G/2024/PA.Kbm

(....;-JS\&?JS\ANM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, KEBUMEN, 03 Juli 1994, agama Islam,
Pekerjaan KARYAWAN SWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Blader RT. 01/RW. 01,
Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa
Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya
Setiawan, S.H. M.H., dan Mia Maulia Fajriana, S.H., Advokat
yang berkantor di Gg. Walikonang 2/No.3, Kelurahan Bumirejo,
Kecamatan / Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 26 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 21 September 1991, agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Dukuh Kemantren RT. 04/RW. 03,
Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa

Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2024
telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2281/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal
30 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :
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putusan. MmN aREE TPefgddgat dan Tergugat adalah suami istri yang telah
melangsungkan perkawinannya pada tanggal XXXdi hadapan PPN Kantor

Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa
Tengah, sebagaimana tercatat dalam Register Akta Nikah nomor : XXX,
tertanggal XXX;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah menikah telah melakukan
hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniani
seorang anak yang bernama SHOFIYYAH HULYA, perempuan, tempat &
tanggal lahir: Kebumen, 15 Maret 2019(saat ini anak tersebut dalam
pengasuhan Penggugat);

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di
Cilacap selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat
mengontrak rumah di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen
sampai dengan sekitar awal bulan September 2021, dan terakhir
Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di
Dukuh Blader RT. 01/RW. 01, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten
Kebumen;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, nhamun sejak awal bulan September 2018
mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus
yang dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat jika memberipun selalu kurang sehubungan Tergugat tidak
memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat bersikap acuh atau tidak perduli
ketika Penggugat sedang mengalami masalah ekonomi;

5. Bahwa puncaknya adalah pada akhir bulan Juli 2022, terjadi
pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan
permasalahan yang sama, yang sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya di Dukuh Kemantren RT.
04/RW. 03, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2
(dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;
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putusgn. MahKHA aPEHYUIGE dnengajukan  Gugatan Perceraian ini dengan

mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut ;

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat Tergugat kepada
Penggugat Penggugat.;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Atau ;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Lia Barokah NIK
3305014307940003 tertanggal 18 Februari 2019, yang aslinya
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup
dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,
kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
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putusgN ERBKGHT 28§tE19AKea Nikah Nomor XXX tertanggal XXX, yang aslinya
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA XXX

Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan
dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya,
kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXX, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,

tempat tinggal di Dukuh Blader RT. 01 RW. 01, Desa XXX, Kecamatan

XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah di bawah sumpahnya saksi

tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;

- Bahwa Suami Penggugat bernama Achmad Candra Basuki;

- Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Penggugat;

- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu
orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidngan ini
dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat
dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat;

- Bahwa Saksi mendengar pertengakran Penggugat dan Tergugat
sering, lebih dari 3 kali;

- Bahwa Terkahir saksi melihat dan mendengar pertengkaran
Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2022 dan kemudian
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Yang saksi tahu, pertangkaran tersebut karena masalah
ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah uang kepada
Penggugat dan bila memberi selalu kurang sehingga kebutuhan
rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;
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putusan MEHHRMATHHEK) P2Rdgugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak

bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang sudah selama 2 tahun lebih;

- Bahwa Sekarang Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua
Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Setalah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat seudah tidak ada;

- Bahwa Keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

1. XXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
tempat tinggal di Dukuh Blader RT. 01 RW. 01, Desa XXX, Kecamatan
XXX, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah di bawah sumpahnya saksi
tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini
dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempuyai satu orang anak
bernama Shofiyyah Hulya umur 5 tahun, dan sekarang dalam asuhan
Penggugat;

- Bahwa Setah saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2018
mulai goyah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Juli
2022;

- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering
terjadi pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah lebih dari 3 kali mendengar pertengkaran
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Yang saksi dengan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut

dengan suara yang keras;
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putusan MEHRPAFEraRAIIOdEKsi mendengar pertegkaran Penggugat dan
Tergugat pada bulan Juli 2022 dan kemudian Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Setahu saksi pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi
yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan
apabila memberi nafkah selalu kurang sehingga kebutuhan rumah
tangga tidak tercukupi dengan baik;

- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat
sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan
bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa Keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang
pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan
tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar
perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi
Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat,

hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;
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putusan ehikiBEAGAIBAAWE ' bleh karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah
menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara
baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap

berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat
bertempat tinggal di Dukuh Blader RT. 01/RW. 01, Desa XXX, Kecamatan XXX,
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, wilXXX yurisdiksi Pengadilan Agama
Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama
Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya
telah dilaksanakan pada tanggal XXXmenurut hukum Islam, oleh karena itu
Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan
Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan

perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan
Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena
masalah ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada
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PubepgguBat kR 2Bpasing Afeffberi nafkah selalu kurang sehingga kebutuhan
rumah tangga tidak tercukupi dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi
yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian
pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti

otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di
depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah

memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat

tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2018;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua)
tahun 3 (tiga) bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah
ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat
dan apabila memberi nafkah selalu kurang sehingga kebutuhan rumah
tangga tidak tercukupi dengan baik;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan
atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang
lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu

telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi
syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR,
maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat
tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 2281/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan BxHWAPeRGeUGat Bteiflkah dengan Tergugat tahun 2018;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di

rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua)
tahun 3 (tiga) bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah
ekonomi yang kurang, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat
dan apabila memberi nafkah selalu kurang sehingga kebutuhan rumah
tangga tidak tercukupi dengan baik;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka
dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak

melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai
suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan
perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan
ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

Adlls Ul ade Sl lgag P da g il due ;o 2o didl) 3 )
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P UAHiPGE: FORA s SudRA $B8gaPbshei terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan
talak suami terhadap istrinya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut
hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 253000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 M bertepatan
dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 H. Oleh kami H. Masrukhin, S.H.,
M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.Si. dan Drs. Khotibul Umam.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 M
bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 H. oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muchtarom,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara Elektronik oleh
Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat
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putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua

ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. Muslim, S.H., M.Si. Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti
Ttd
Muchtarom, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Panggilan Pertama dan Surat kuasa Rp 30.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 48.000,00
4. Biaya Sumpah Rp 50.000,00
5. Biaya Materai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 253.000,00
(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
Salinan sesuai dengan aslinya.
PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
Sultan Hakim, S.Ag., S.H.
Keterangan:
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal ............cccccee.....
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